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KEMENHUB. Penumpang. Angkutan Udara.
Dalam Negeri. Standar Pelayanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 38 TAHUN 2015
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENUMPANG ANGKUTAN

Menimbang

Mengingat

UDARA DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang  Pelayanan = Publik, agar memberikan
perlindungan serta pelayanan terhadap penumpang
angkutan udara perlu ditetapkan standar pelayanan
penumpang angkutan udara dalam negeri;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan
Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of Persons With
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 13 Tahun 2014;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Nasional,

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun
1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan
Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun
2013;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun
2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan
Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 tahun
2011;
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12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun
2013 tentang Program Keamanan Penerbangan
Nasional,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENUMPANG ANGKUTAN UDARA
DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara  pelayanan publik yang selanjutnya  disebut
penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi,
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang
untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang
dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat
udara untuk mengangkut penumpang kargo dan/atau pos untuk satu
perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain
atau beberapa bandar udara.

Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara
mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat
barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan,
serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana
adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di
dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Penyelenggara Jasa Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Penyelenggara Jasa Bandar Udara adalah badan usaha bandar udara,
unit penyelenggara bandar udara, dan unit penyelenggara bandar
udara daerah.

Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan udara
dan namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan
dokumen identitas diri yang sah dan memiliki pas masuk pesawat
(boarding pass).

Penumpang dengan kebutuhan khusus (difable) adalah penumpang
karena kondisi fisiknya dan/atau permintaan khusus penumpang
yang memerlukan fasilitas dan perlakuan khusus, seperti penyandang
disabilitas, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.

Reservasi adalah proses pemesanan tiket yang dilakukan calon
penumpang untuk melakukan penerbangan.

Ticketing adalah proses mulai dari pembayaran tiket sampai dengan
diterbitkannya (issued) tiket.

Check-in adalah proses pelaporan calon penumpang kepada badan
usaha angkutan udara untuk melakukan penerbangan.

Boarding adalah proses pelayanan penumpang dari ruang tunggu
sampai dengan naik pesawat udara.

Denied boarding passenger adalah kondisi penumpang dalam status
terangkut (confirm) tetapi tidak dapat diangkut karena alasan
kapasitas pesawat udara tidak mencukupi.

Transit adalah proses singgahnya penumpang di suatu bandar udara
dalam jangka waktu tertentu untuk melanjutkan penerbangan ke
bandar udara tujuan dengan pesawat udara yang sama.

Transfer adalah proses singgahnya penumpang di suatu bandar udara
dalam jangka waktu tertentu untuk melanjutkan penerbangan ke
bandar udara tujuan dengan pesawat udara yang berbeda.

Bagasi tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh
penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat
udara yang sama.

Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada
dalam pengawasan penumpang sendiri.

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau dan terukur.
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Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi
keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar
pelayanan.

Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Standar pelayanan penumpang angkutan udara dalam negeri ini
merupakan acuan dalam memberikan pelayanan bagi penyelenggara
jasa pelayanan penumpang angkutan udara.

Standar pelayanan penumpang angkutan udara dalam negeri dimulai
pada saat masuk pintu gerbang bandar udara dan sampai dengan
keluarnya penumpang dari pintu gerbang setelah penerbangan.

Penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Penyelenggara Bandar Udara; dan
b. Badan Usaha Angkutan Udara Dalam Negeri.
Pasal 3

Standar pelayanan penumpang angkutan udara dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selama di bandar udara
memuat komponen :

pelayanan keselamatan;
pelayanan keamanan;
pelayanan kehandalan,;

pelayanan kenyamanan,;

o a0 TP

pelayanan kemudahan; dan
f.  pelayanan kesetaraan.

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Standar pelayanan penumpang angkutan udara dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selama di dalam pesawat udara
memuat komponen :

a. pelayanan keselamatan;
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(2)

(1)

b. pelayanan kenyamanan;
c. pelayanan kemudahan; dan
d. pelayanan kesetaraan.

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum
dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB III
PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
Pasal 5

Penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan udara wajib
menyusun dokumen standar pelayanan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak Peraturan ini diberlakukan, sesuai dengan komponen yang
ada dalam Lampiran [ dan Lampiran II Peraturan ini.

Dokumen Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disetujui oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Untuk menerapkan standar pelayanan yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), penyelenggara wajib
menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan.

Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan
pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Maklumat pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipublikasikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak standar
pelayanan diberlakukan.

Pasal 7

Tata cara penilaian dan pengawasan standar pelayanan penumpang
angkutan udara dalam negeri diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Direktur Jenderal.

BAB IV
SANKSI
Pasal 8

Penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan udara dalam negeri
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini,
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan ini.

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2012 tentang Standar
Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal
Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan Penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2015
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



2015, No.292

WETEP [IEEHE[203Y BPE] EUIELI] wernyerad
UEFUO[OLIA]) YEd UBdeyEus1ad LEp IepUEE
Bdruag [EWIUN UBJEYIEIH SEIISE] » uRSuap
neyduel1a) Uep JBYIE] YEPTIW TETIE3E ey 8y
weqnqerag UE]ELIEIY SEIISE] IEELULIGU] = IETPUOY uEjEYIs Y ueueiead
UEESEFH UEJEYI83H ueueiejad ueueie)ad selsE] UBR SEJ[ISE] UEp
IoyUEYH ueUBAE[a ¥yjun Bare UEBIpasINay o | usndureway BAIE UEEIPIEINIY ISEULIU] |  BaIB ‘ISRULgu] "q
(rumod
Mgwassy) Benyess mdwny JL e«
wapslls wunp pun uogaa)ap anf
fouafiiaws ndure] «
ufis @ fouabfuawa  «
jranaep nund e
fuvay wep opd :ﬁ“wﬂﬂ
umupify) uereyeqay wepewad je[E - e s—
i o _m:.E..E_.a . ueSuap PA—
el EXIEw . e NEJE UEEHE[203Y ‘UBEIEXEqaY)
JUTE] IEIpU0Y BABE] WETER JEITLIER UB]EUIE[IEIY
EIEJUE ‘NEyEuelz] wep JeyYnIN YEepnm ueweseyad UBJEWE[2AUM] UBJE[RIS0 SH]I[ISE]
UEJEIIE]3E3Y SEIISE] UEp IseuLgu] | uendmeway UED UEEIPIEIaay ISBULInJU] UER ISEULIGU] "B
welemEEEay | T
EIEPT
EIEPN IEPUBH
IR IBL UEIHAR | edusaduag
JEWE ST EIEEN WEPEF mE[ yopol I0YEHTpU] WETERIf ueneE[a] sfuap | "oN
qeme] SunFRuenag

VAVAN ¥VANVE 1T IMEDIN WVIVA VEVAN NVLOHONY DNVdNANTd NYNVAYTId YYANVLS

S10E HenIqaq g1 -
ST0C UnyEeL 8E Nd -

[LEEL L

I0TION

NVONNANHAAd IHAINTN NVENLVEEL I NVEIdAVT

www.peraturan.go.id



2015, No.292

JEYII3) YEPTIL (J] UEXEunEiuaum

MBI
Fued weanyetad
UEp IEpUB]S

uep wedeiasiag (pasay [ Aunoeg ueduap rEnsas P UBUEWEIY UEP Ueqnialxy UBUELIEH
A uaneny| erepueq usweRuad eedngag UEEIPIEIaY efefuau Sued sEEn)iag EEEn)ad q
ey gg
[ELITUI WEWEY 2] EJEp ueuweduriiuad uEjEyE [y
sEINp weduap A100) BAUEpE yepun yedaouaw yedep
e ueyeyelay yeBouam mHunpag ueueie]ad Hues elIE)Has UEP [BUILLI) UELIELIE3Y
A uep ¥ede] Sued uBUBUTESY SENNSE] UETIHUIE IS Y BB [p UBLELUIESY SEIISE] EBISE] B
mewemEdy | g
MBI
Fued weinyelad
UEYnqelag UEp JEPUEIS
UEEIEY JEYII2] YEPTI (] UeyeunEiuaum usfuap 1ENE3s JEITUEP UBEPESY IUeSueuam UBJEIEIY
I0YUEYH weFeiaeraq Bued sipaw eeingag UEBIPIEINIY yryun sednuag Fued Busig gedniag o
BIEPUED
reumselado wel ueduap Eneas
UEJE2E3Y UEUBAR] [SEI3d0 WE =
ESIET[EPEY
Hepn uep rexed yeis] UBEpPEIY nyepag Suel
BIEPT
BIEPT o
yopser, | wmmptwe | n S
JeuE}Su] EYESN UEPEY InEn Ho[oL J03EHPU] WETeI) ueneiE[ad spuar | CoN

qese] SunFiueuag




10

2015, No.292

Fuedwmuad
Jad wr yoays nEFunuaw
A A nuam gf ewre] Smped TUHEN, BAUBWIE] TIHEM EEJEH =
Huedwmnuad
120 wewede)ad sasoud nyyEs
A Hnap Qf Wuaw g ewre] Suwed TIHEM wiusure] neje usedasay -
UEVEYBUBIa 3 A3UN0D W YAy
A Tespel Wnjaqas U JF JEqUE] FumEd THER dmimy myyes ueMuNaY .
uejeqIuRIagay (eapel AFUROD Wl YA 1 yaaya
A wny2qae wel [enp] ¢ yequre] Sumey THEM EXNG MJHEM UETUNIY » uBUBAE[R4 "Q
“ueduweqauad
[epeq ueBsyLIwd UEJHE[2E3 UEp URLEUEIY
uep Eedeq ueEsyUawd UIe] BIEJUE UENTEELLI HIUTL
‘Iniwe] Yiqa) UEESHLIAd WEH I M0 Eefeq uep Suedumuoad
1spuey) juaw g ewre] Sued snsnyy depeyta) ueesq U]
[uByn[ue] erepueq sed UEp ‘sEIRUIP] 1sedeq UEp
uEEEX LI UEYnIMAnIN HEPT ney ‘1ayn nndijpm Fueduwrnuad
A IETPUOY | UM § Sue] Sued [Euo] THEM HuBlo UBBENLINND] e UEBEYLILI] "B
uE[epuELady | "E
jeyIp
yepnuw uep s@ene Jusd jpdura eped
{rmuaa en) ss newe/uep uodajx UEUEWEXY UBLUELEYY
Jowou Bues uenpefuad jedwa \uag uenEFEued Jreyia) Suedwnuad uEnpEduag
A ¥npueds /Jauueq edniaq [EEWLIONU] UBBIPIEIAIY #eq uenpefuad 1sEWLION] [EELLIONU] "2
BIEPNT
wons | e | 2
LEa b | EYESN WEpPEY InH oL 103 ERTPU] wEFel) uemedead sfuap | coN
qese] Sunffuenag




2015, No.292

11

MHE[I3q
= _ . Fued weanyerad
¥ QST — 001 1oL uE prepums
X0y O0E - 05T 1eedeq vary TETIS3E BARYED EIEpUE] [p BABYED BABYED
A x| geg — 00f Fuedwnuad (eunuiap EENEUNU] | Jaqune mEHeqae EFunpeg uelEIpuUoyEUa 2
E[JOUETI WE[ER UEP [BsEIag Suek
NEQIaq JEpn UEp %6001 YIsiaq Bary «
E]ILEM
uep vud yryun jejoys uedeyFuapad
UBp nyp jedurs) etpasia) -
EIEpUE] sk yEpEd]
A selisedey ueBuap (ENsas BIpaslal s | ueempaslaEy UE¥TIHE] ¥IOUT SEN[ISE] BIOUEN "qQ
1310 WE[Ep UEp [BSEIaq Bued nxepaq Juesk
Q20 JEpn UEp %001 Uisiag Bany « wernersd
A gep ‘wrueyduad ‘yedures UE PIEpUEE
yeduray ‘urerao ‘uefue) SunaBuad [BTIS3E
‘anesn ‘Unges e ‘ITEIUEE IE] uedeyEuafay
erejue uedeyBFuaay ueSuap yoyFuol UEp
A 121101 UEP ¥TPTP 123]10] USBIPIEIXIY » UBLIEIIY * ooy BAUBIPIEIa], 1aqoL 8
uewemeiusy | ¢
eedeq uenqueEuad
BaIE 1p NEFunuaum
eead Susdmnuad yeaes
isefeq pqueduam ynjun 1sedEq
A A yuaw gp ewe] Fmed TIHEM ueqymngp Fuwed nyqey ueueiEpRd P
uelEqEURIaq Iy (Bupurog ) jesesad Buipaoog
A Eapel Wn2gqas MUW ] IeqUE] Smed TINEM HEU TOHEM SEIE] UBAINUa] UBUBAE[2] "2
BIEPTL
BlEpD o
yopser, | wmmptwe | n S
JeuE}Su] EYESN UEPEY InEn Ho[oL J03EHPU] WETeI) ueneiE[ad spuar | CoN

qese] SunFiueuag




12

2015, No.292

N0 U

Haayd dmyng Ny es wnjaqas

C1 1S1pucy ueduap uep ‘u ¥aauya

UELIUE WEEP BPEIa] e SUsi

Huedwnuad epeday nmuyep Y
ur {32y sEjIod UEHUIWI =

[iafuassod fupioog
pauap uep usiuegrauad

[aarsuacdsa) :
r= ueEIEqad ‘UEjEqUIE|I)2)
deddwe 1edao wep yewmy [EULIOU HEPH UEFUEqIauad (fm=
1B IEIpuoy JEes Bped punoifi) JeIEpR
[ERMNW UEp (] weyeunESuam Py = Susdwnuad nedegaw yrjun 1818 sEEMyad
A ‘wederasrag semad BIpasia] e | USBIPIEINGY e UEHEIPISIP HUBA SEEMIA] UELUBAE[3]
nyepaq Fued
Fuedwmnuad urImyelad uep BIEPUEQ
[EUIULI} EAIE WEEP Wep [eselaq Fued | repums uefuap | p WELIEI203H EE]I[IEEY
A NEqQI2Q HEPD WEP %001 UIEIaq B2y | rensas srpuoy | eduepasia; uep  eduedela] UBELIEI3] 7Y
yoxos Funjund ueBuenguad
yedma) BHU2E JENEYX2 SENISE] weduap
[dEXFUHIP WEP WNWN Fuedmnuad
UEP [SE[0S1I3) STUEY (UEHETRIsIp
A BN ¥oyoran yraun weEueny UBBIPIEIANIY Ryoyoaw ¥ynjun Sueny | yoyoraw Fueny
EIEQTN ISE[NUaA TEE /LEp (uny)
ufue sedry ‘lLauompuoy Oy
JelT [EUIIENEW v ueyeunFusw yedep srepn nyns
A Fuedwmuad [EuUMIL] WETEP NYNS nyng | ISEN{IE  ¥Iun  SENISE uelsipuoyduad p
BIEPTL
wewsr, | e | 2 e
[EuElEu] EYESN WEpPEY InH §ooL 103 ERTPU] wEFel) ueuede[ad syuap | CoN
qese] Sunffuenag

www.peraturan.go.id



2015, No.292

13

I0QOULI2q UEEIEpUIY BAUBIPIEI3] »
ueyeunEp Suel jpaesad 1EmEEad UTLN] UEp ¥IEU omBsad
adn ueBuap [ENS2E UBp BIpAEIN Suedwmuad 1¥eq UEYEIpIEIP Uty WEp
A Bqede  EjEIBQIEd  UEBUNESU3] = UEBIPIEINIY ETUEL ¥R EEJ[ISE] HIEU SENIEE 2
Suedwnuad epeday ueyuaqip
ETLIEY Bued 1sesuadwoy
) HNEVULIF] UE[-UTE] UBR ‘BIETLD
S ‘reuoiseiado sy usnd3Busd
téeq reesuadwoy uepaquad UENQEQIEp FURA UESURQISUSd
R HpE) JIEAT Pny w nx¥epag Sued | ueeiequad vi10s ‘usluEEpay ueSueqIauad
saurpre sednyad yao uendEued urinyesad uep | uep uElEYIuBIaqay reesuadmoy
BAUEPE MUE{IP YE[22E JIL0 repuejs ueiuap | uejequepay pelsy epgede uep uenFaued
A A G [EWSYEW UBNIITWLTIP ISEULOU] » TENE3S [BIpUry | Huedmnuad Bpeday 1SEULI0] TEBLLIONU] g
uefuegiauad
uou undnew weBuegiauad
wewmmnSuad JeR1a) MpNE YNiuag
WEEP JIJYEI3] UE[Fued ISEULIOU]
uedueqrauad sniElg -
uedueqiauad any -
1emesad uejEyEuEIagay
UEp UESUBIEPIH [EMPEL -
uedueqiauad redeyeew ewey -
JETILAL
BAUSURINY-FuRInyas ‘BIBQI] nyeEpaq Fusl opne undnew
sBja wEp 1Y) yeprun Suel uermjerad  uep | Ensa mpEEo Suesdwnoad uefueqiauad
sEnene jedua) [p UBYNEI(IP [ENELA Iepuels ueduap | epeday BIEpUEQ p usueie]ad
A HNJuaq WE[ER JEMYE FUEA IEBULIOIU] » | [ENS3E  [EIPUCY | Ue¥iedwestp HUBA 1EBULIOHU] IEFULIOJU] "B
megEpnmasy | g
BIEPT
yopser, | wmmptwe | n S
[EuE}sU] BIESN UEPEY InE[ HO[oL J03EHPU] WETeI[) ueneiE[ad spuar | CoN

qese] SunFiueuag

www.peraturan.go.id



14

2015, No.292

WM EIBI3E [EEULI0JU] (D1L) 433uz>
[ELITIILE ) ueynuamwam Fued Fuedwnuad uopuLiofuy
1P TEELLIGUT WENLI I3 SEEN)130 1#eq BIBPTL IEpLUEG] JOLILEE |
A Bues se¥mad wep 1nuoy eiueipasia] ueEIpasIngy | wsel  usuedead EEJI[IEES EEIEE] 7]
[rayuaa ren)
gis nelE/uep uodaja) JoWou IME[W BIEPN UEINHIUE BYEEN
ueynyeEnp Bsig Fued erepn usinyEue uepeq ueusie(ad undnew:
BYEEN UEpEq ueuRdied uEp BIEpD EJEPN JEpUEq Ueueferad
IEpUED] UEUBAR[R0 ¥njun HFuedunosd Hraun Suednmnsd uenpeEunad Aueduwrnuad
UELN[3Y UBUEFUEU3] JIUN UEHETPISIP TUEFUELI JTUN UEXEIPISTP UETIpEAU
A A Hued usuefe] BIpIW SE}IEE] EIPISI3] UEBIPIEINIY Hues gejIee) UEp ISEULIOIU] SENNEE] 2
Bp=2q
feures Fued usSueqiauad
UEdUIp UETITG BIEPN JEpUBQ
Y uESuBqIaUad UEX)NIUE[L
Hyun njuayag mayes exduel
WEER BIEPN IEPUBG TYENE
p yeEHus sasond jEEs Eped I3JEUEIT}
1ysueny/nsuen Suedwnuad sogoad HuBdmnuad TUEAB[ML  NNIUN NEJE [ UER
A A ¥ryun sedniad uep 1uoy eiUBIpasIa] UEBIPIEINIY | ueyerpasip  Sued  seynsed Hsuel] P
ope uerelad sasye
BIp2E1] YEPH UBp BYNQqa) Susma
neje yedway 1sipuoy ueBuap 1330w
00f uwep yigay jemesad Sumyred
uep UBJENEURI30aY [ELITILLA)
erEjue ¥erel nepefuep vare Supjred
Jjowar 1p epeiag jemesad 1jred
EIQEdE Q3] NEE Jedis B
BIEPT
wovey | v | Sonpn ope
[EmE}EU] BYEEN UEPEY o HopeL J03EHPU] WETeI) ueneiE[ad spuar | CoN
qese] SunFiueuag

www.peraturan.go.id



2015, No.292

15

xoq Jafioys uep
AL naadas weImgry Brpa YNgiE NIYEms
Fueduwmuad ¢ /1 yeiueqgas 1smy :

wewsieyad
UENAUIEWY »

Surpreog wnpaqas Suedwmnuad

uEjE IUEIaqay
nIFumy
FueTU SEjIIEe] -

A vdnraq nafun] JUBTI SEJI[IEE] BIPISI3] | UEEIpIEINZY » rHeq NAFAUN) FURTU SE[ISE]
NI uBsTUn *
urEgTfiE]
uEn{EUE FEH0] UEP YEIE ¥ynfunuag
uEINYEUE BUI” - ‘uEpn e
" : ) ueueieyad A
JJEmwA BAUFwEITY-FuRIny e wenqEue Sumuay Fuedwnuad weynlue]
goEqla) se(al wep yeympa) yepnm Buel BBENCIEEY = Bpeday EIEpN IBpUBEQ Ip ey Eue
A UENIUE] WEI{EUE [FEULIU BEAUTEIPIgIa] UBEIpaEIalay » | Ueyredwes|p Hues [EELLIOJI] IEBULIMU] -
ueweds)ad
UBENAWELIY *
NyEMaq Suei
URITEI>d
TEQ IE[PU;
A R . uEp  JIEpUE]E Buedumuad
Suedumuad o1/faen 0 ¢ | yeSusp Ensas eedeq umnyIueduad
A : Aaqoa) BIpasIal UEBIPIEIIY * Hmyun faoeg BAUBIPIsIa] Lagon eElse 'Y
EIEQRN JEPUED TP UBEUEIE]
MYE[13] UEp 1E8N0]/ jedula) yeIe
‘euFu uep BIEIUOpPU] ‘EEELE] § WEEP Bued repums | ynlumad weyuagquam yogun
[ELIIUIW UEP IISULIO ‘Byeq1a) sefal ueduap 1ensas | JequEE NEYE UEEN] UEKISLIaQ T LIEY
A ‘1B YEPNW “EENEIS WejBdmaag UEEIPIEIIY FuBd ueded edruag EpUB] [/ ageusg B
BIEPT
R ol e
[suE}su] EYEEN TEPEY InH oL 103 EHIPU] UETEI[) ueweie(ad syuar | oM

qese] SunSiueuag

www.peraturan.go.id



16

2015, No.292

yemesad unam
uep yreu jees eped sEjuoUd BAUBPE -
Bl
1eIny ntadas seymes) BAUEIPAEIS] -
EMENYY weynngayiaq Buedwnoad
efueuaw Juek sednjad «
yemesad 1p ynpnp 1edway seypoud
ENENYY Ul Y037 ILUN0D =
pndrpaw Sued Fndurepuad
A UEp UuUBURAE[2d EFjUoLd UWELIUI3]
BIjau Bun) Fuepueiuad yngun
EnsnyY uenjueq neje ynfumad «
ueEyEXEuweraqay nEdung
Huens eped snsnyy nFFung e .
iga neje rejue] (enp) ¢ weduap
BIEpN IEpueq eped sSNEnUY Y[ =
ENENYY WEYNINGa1aq
Suedwnuad 1#eq 1ap01 . BB WA
~ Fued weanyenad e T T34 13
E ML e UBp IEpUmS ENENIY WEYTITGIR130 sedmmnrad
ueduunuay weduap dum: ugaLap 1ensls | Suedmnuad usyepnuay | 1%eq ueusiead
A : EEJIFE,] BAURIpISIa] UEBIpIEI23y | yruun usueiefad uep seysE UEp EEII[IEE] B
ueEIE}aEsdy | 9
MHEI3]
Hued ueinyelad [enp] ¢ epos undnew (yedoa)
¥ngis | uep IEPUE]E | 4 EpOI ¥1Eq UEEIEpUIY IrjIed
mgyem Juedwmuad wep wog yerwnlas | ueBuap  1ENEIs | ususiE[ad UENUAWIL ¥TQUN
A UEEIEpUay I4Ied jedua eipasia] UEBIPIEI Y Injred yedula) BaIE EE)I[IEE ayred jedurag ¥
BIEPT
R I e
JeuE}Su] EYESN UEPEY InEn Ho[oL J03EHPU] WETeI) ueneie[ad spuap | oM
qese] SunFiueuag

www.peraturan.go.id



2015, No.292

17

BTUHEY

uep uswedu Suss UEyEYEUBLa03Y
BUE Ip BAWARG mmenduau
ngt yryun deydua) seNNsE]

BIpucy

TIENS JETHU WEp ‘werEyed
nueding ‘mendra yrgun wWeg
UEp N Eeq SNEnUY UENEpasp

A UEEUIp ENENYY JUerd BIpasial UEIpIsIaay » Bued ypdwy [ ueEreny wond flasmy 'q
BIEPT
BIEPT IEPUEH
JERIBL e R T,
[suE}su] EYEEN TEPEY InE ool 103 EHIPU] WETEI uemefe[aq sfuap | "oN

qese] SunSiueuag




18

2015, No.292

uedos uep wer wepduweuadiag
Ela3s [EWE! ‘[durers) ‘dedEue) ‘usFusgiauad

uedos uep der uepdureuadiag

BUWE[E IEEULINU] UEYEAUWEAUIL WEER EE[a IETPUOY BLIE [SEYIUNIIOY WENd eIy UIJEY HEMY B
uememeiuay | g
TEITUE] UEEPEIY
|uBERE2aY BpEd BUEa] ueuweSuBua) ueuedmeuad ymun veyeunsp Sued UBEL3E 3
¥Ed usdeysuIal ANl UEJEYIEIY URJETEIa] BP0y UBJEYIS2Y UEIE[EI3] UEEIpIEIa] 3y UEJE[EI3] "0
IESUTLIS UED HIEq 1SIpUOY -
yearmuep myurd uep anpel
Huedwnuad
ee)Endey usBuap ENEIE UIFEY0 ISR
Huedwnuad sepsedey ueSuap
rensas jayon aff) ueyeurejasay 1aqel
EOP NUEY
ueEueqiauad S—
¥ ynlunyad
UEIEILIE[383Y xj”d.:.a nyng Sl
VeanuEp ueepEa yniumad nuey UEp IEpUE]S UB]EUIE[3E3H
urel erejue ‘nexEuelis) uep yeyILH Yepnw UEEUIp IENE3E yemesad 1p Buedwnuad uerewrejasay ueyerelad
UBJELWEIE3 UBJE[El3d UBD ISEULIGNI] » UEEIpIsIalay wejeelad uep EeuLopu] BAUEpY UE] [EEULIOU] ‘B
wEjEWE[asay | 1
ueuEIalay INH[) JOToL 1o1EHIpU] WETEI[) uenedeag sjuap | CoN

ST0T HEMIga g7 : [Edfun]
S10C UnyE] §E Wd : Iomoy

NVONOHNHEAL TMILNTN NVINLVEAL IT NVHIJNYT

LVYMVSEd I IMIDAN WYV VEVAN NYLOHDNY ONVdWOANTd NVNVAVTId dVANVLS

www.peraturan.go.id



2015, No.292

19

uening ErEpn IBpUEQ
1P JEIEPUML YU NJY{EM ISEULIOIU] »

usueelad Bure] nyyem ISELLIGN] -
UeEFUN I IERULIOI] «
BIETLD IEEULIOJI] »

: nndyaw Swed usBueqiauad surelae
DIPTIE TIEJE [ETISLA HTHU3] UIE[EQ TSETILIOHU]

UEEIPIEINIY

ueEueqrouad vurepas Suedwnuad
epeday weynEILaqIp Sued 1sEWLI0U]

uedueqrauad
reuaFua
IEBULIOJI] "B

UBRqEpnWay | E
ueiueqraunad
nyepaq §ued | UBUEIIEIY uep UB]ELIE[I52H
uermgelad uep | mepueis eped  noeSuow qifem
jemesad 1p Buedwnuad | repues usduap | pauompuo) Ay] OV UBHEUNEFUIL nyng

1EEE BpEd NUNE UETSIPUONFuM] BAUETPIEIA]

TETEIE ISTPUOY

JEmESa] WEEP TP TIYNE JIMJEEU3J

uBE[pUEEUS] 2

Feq EESURIIE B .

gaowaae g uedueqsauad Heq
IBQEY JEINE NEJE YE[E|/EU ‘URINGIY BTpIW -

SEJI[IEE] UEp JOLIIJUT *

NEQI HEPL WHP IEI13q % 001 S1pucy
ureep eiuueefelad ueduap [1an0)) iooao)  «

UTE] EIEJUE JEMESd WETEP SEII[ISE} BIPIEIa]

UEEIPISITY

[l Uep NIeq UEEpEdy WIEED
Fuedumuad nelsjam ynyun jesesad
WE[ER UEYEIPEIP FUEA SEIIEE]

yeseead
UIE[Ep
EENMEE "qQ

uEfueIalay

AN} HOIeL

1oyexIpU]

WeTRIf

uewedE[a SUs

"o

www.peraturan.go.id



20

2015, No.292

NYNOI SAISYNDI

gy

VISENOQNI MITand@y
NVONNENHYAd MEINEIN

Hnpnp
yedwa) sensedey [E101 LUEpD % O [BUISHEW
JElq JIUny yUag WEEp ussusgiauad

enau eun) Juedwnuad
HOum [ESTU EMEMLY WEYNING 33130
Fuedwnuad #eq uEFueqrauad

ETIETIH

BTG 31ag
Fuedwmuad

188 ueSueqrauad
UEIEWE[3EH

uejewre(aeaq  ynfungad nyng  efuerpasiag UEE[PISIDY | UBJEWE[2S2Y ¥nfunyad nyng | ¥nfumad seyqmsey
ueeIElasay | ¢
wedueIalay InHn ool 1o}ENpU] WETeLf) uemeiejag sfuap | "oy

www.peraturan.go.id



	MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

